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KATA
PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan
Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bogor
beserta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Laporan ini memuat gambaran
implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
selama tahun 2024. Pengolahan data ini merupakan data terbaru yang dihimpun
per tanggal 01 Januari 2024 dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan
implementasi Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bogor.




Laporan ini mencakup pelayanan informasi di tahun 2024, diantaranya Publikasi
Informasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Bogor melalui website & media sosial, media cetak & elektronik, serta melalui
komunikasi langsung. Diharapkan Laporan KIP ini dapat dimanfaatkan dalam
mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Utama Pemerintah Kota Bogor

ttd

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP.19621208199203 2 004




BAB I
PENDAHULUAN

“LATAR BELAKANG

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai

berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya
keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang
baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana
bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan
negara. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melakukan pembenahan
dalam pelayanan informasi publik.Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota
Bogor terus melaksanakan pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya,
Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota
BogorNomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor
Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan
informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi . Guna mendukung kelancaran
pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor
Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk membahas dan
memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan,
keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan

informasi publik lainnya.




Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan beberapa kali sosialisasi
kepada pimpinan dan staf seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui workshop Keterbukaan
Informasi Publik (KIP), forum Perhumas dan forum Bakohumas Kota Bogor.

Kegiatan diselenggarakan dengan mengundang berbagai narasumber yang
kompeten di bidang Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai instansi, baik
instansi pemerintah, maupun swasta.

Sementara itu, untuk mengetahui implementasi amanat UU KIP, pada setiap
tahunnya telah dilakukan kegiatan rutin tahunan,yaitu monitoring dan evaluasi
implementasi UU KIP terhadap 36 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bogor.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner terhadap PPID Pembantu
di masing-masing OPD yang meliputikategori pelayanan informasi, kegiatan
publikasi, dan kelembagaan PPID.

Disamping itu, kegiatan yang juga dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah
pengelolaan media komunikasi Pimpinan, berbasis internet dengan akun
Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media jejaring sosial
facebook, dan media sharing instagram serta youtube. Hal ini merupakan tindak
lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial

Instansi Pemerintah.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat
berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan
perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti
agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga
termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada

36 instansi (100%) yang sudah memiliki website.




Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota
Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan
informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan
sebaik- baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

MAKSUD DAN TUJUAN

l 1| Mengatasi suatu kendala pada pelayanan informasi publik,

Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif pada setiap
2 kegiatan di bidang IKP;

L3 Mengetahui kemajuandan perkembangan pada Bidang IKP.

|14 Mengadakan monitoring dan evaluasi.

Menemukan inovasibaru pada pelaksanaan pelayanan
informasi

“PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

|S

| 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

l 3 Peraturan PresidenNomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengaduan Publik

’4_ Peraturan Menteri Pan — RB No 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.




Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

v

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang
Standar Layanan Informasi Publik

(o)

Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun
2019 tentang Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi
Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
jo Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-558
Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Bogor.

N

Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022
tentang Standar Layanan Informasi Publik

Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/Kep 75
Diskominfo Tahun 2022 tentang Penetapan akun Media
Sosial resmi Pemerintah Kota Bogor dan Penunjukan
Jubir Digital pada Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor.

Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-
Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi

Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan Publik
(SP4AN LAPOR!).

= ANGGARAN

Anggaran adalah salah satu bentuk untuk mendukung kegiatan pengelolaan
informasi dan pelayanan permohonan informasi. Beberapa Perangkat Daerah
melaporkan tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan
pengelolaan informasi, termasuk pelayanan permohonan informasi.




BAB I1I
RETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIR

"PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pelayanan publik yang wajib diselenggarakan salah satunya adalah pengelolaan

pengaduan masyarakat, hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan
penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: pelaksana, pengelolaan pengaduan,
informasi, pengawasan internal, penyuluhan dan konsultasi. Supaya masyarakat
dapat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah harus
bisa menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan arahan dari Presiden Rl bahwa “Pelayanan publik merupakan bukti
nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, pelayanan yang baik akan
meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan
memberikan persepsi yang buruk, dan apabila dibiarkan dapat menurunkan
kepercayaan dan kredibilitas penyelenggaraan negara.”

Penyelenggaraan pelayanan publik harus makin baik, tuntutan masyarakat terus
meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit,

tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif.




Salah satu Kota yang sudah merespon amanat tersebut adalah Kota Bogor. Dalam
rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu
pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, maka perlu mengoptimalkan
pelayanan penanganan pengaduan yang sederhana, cepat, tuntas, berkualitas, dan
terkoordinasi dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan
pengaduan atau keluhan terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan
RB) mengelola aduan yang bersifat nasional yang bernama LAPOR!, berbagai
Sistem di daerah diperbolehkan mengadopsi Lapor sebagai kanal penyampaian
aduan di daerah mereka. Namun jika ada daerah yang mengembangkan aplikasi
sendiri maka harus di integrasikan dengan Lapor!. Jadi dengan adanya kegiatan
yang dikelola dengan Kemenpan RB sebagai pengelola pelayanan pengaduan
nasional memuat struktur baku yang disebut dengan admin kota. Admin kota
adalah perangkat daerah yang ditunjuk sebagai penanggung jawabpengembangan
yang bertugas untuk monev yaitu, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk
pengembangan aplikasi.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sebuah aplikasi
media sosial yang dibangun dan dikelola oleh Kantor Staff Presiden (KSP) untuk
melibatkan partisipasi publik dan meningkatkan interaksidua arah antara
masyarakat dan Pemerintah dalam pengawasan program-program pembangunan.
Partisipasi dan interaksi dari masyarakat umum ini dijaring melalui 4 penerimaan
dan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan, yang semuanya terdokumentasi dengan
baik dalam aplikasi LAPOR! dengan fitur-fitur berteknologi mutakhir dan dapat
diakses secara mudah oleh publik. Tidak hanya melayani aspirasi dan pengaduan
mengenai program-program pembangunan, LAPOR! juga dapat diandalkan dalam
pengawasan layanan publik bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia.

LAPOR! dapat digunakan secara internal oleh instansi-instansi pemerintah
termasuk oleh pemerintah daerah sebagai sistem pengelolaan aspirasi dan
pengaduan yang terpadu. Fitur-fitur LAPOR! dapat digunakan untuk
mendisposisikan laporan yang sudah diterima Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait untuk selanjutnya diawasi tindak lanjutnya secara elektronik.




I LAPOR! TENTANG LAFGRE ETATIZTIE = MASLK DAFT

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada insLtansi pemerintab berwenang

Sampaikan Laperan Anda
silih Wlanifikasi Laporan
" 51

O AsFiRATI

Guna meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya,
maka di dalam pengelolaannya disediakan Admin pada Dinas Komunikasi dan
Informatika dan admin Dinas, admin-admin tersebut tersebar di seluruh
instansipemerintah hingga ke setiap kantor kecamatan. LAPOR! ini bisa
menggunakan tiga kanal utama yang mudah diakses masyarakat melalui situs

website www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 dengan format : isi aduan, dari semua
operator telepon seluler serta aplikasi mobile melalui smartphone.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi, LAPOR! diharapkan dapat
memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan kapanpun dan dimanapun
tanpa harus melewati proses birokrasi yang rumit, dengan begitu pelayanan publik
dapat ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengaduan
aspirasi.

Wali Kota Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan

Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Kota Bogor Nomor 555/Kep.909-Diskominfo/2021 dan
Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Pelayanan
Publik (SP4N LAPORY!) berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 555/kep.289-
Diskominfo/2023.



http://www.lapor.go.id/
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"PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sub
kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan
sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di
lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah
menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tatacara

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.




Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan
Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
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Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi dan
monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta digitasliasasi
dalam pembangunan. Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori
Cukup Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori Menuju Informatif,
Tahun 2023 mendapat Predikat Kategori Menuju Informatif, dan Pada Tahun 2024
meraih predikat Informatif. Hal ini berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh
Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi
kuesioner yang disediakan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori
Menuju Informatif ini dengan diraihnya point 94,08, Kategori Informatif ini juga
melebihi target pada Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor

KotgRogar

ﬁ A DISKOMINFO

RAIH PENGHARGAAN
BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KOTA INFORMATIF

’C # Liked by wnd_itsme andd 36 others
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Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah bagi
pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik
dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, transparant dan
bertanggung jawab.




Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan Peningkatan
Kapasitas PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum memenuhi dan paham
akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik ini, untuk itu dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2024 ada beberapa kategori
informatif diantaranya:

e Informatif

e Menuju Informatif

e Cukup Informatif

e Tidak Informatif

PIAGAM PENGHARG
L
PEMERINTAH KOTA BOGOR
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Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam

pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang

tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum

yang berkaitan dengan :

e Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;

e Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;

e Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

e Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan

Informasi.




Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan

alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

a) Menghambat proses penegakan hukum;

b) Mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual
dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

d) Mengungkapkan kekayaanalam Indonesia yang masuk dalamkategori
dilindungi

kerahasiaannya;

e) Merugikan ketahanan ekonominasional;

f) Merugikan kepentingan politik luar negeridan hubungan luar negeri;
g) Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara

hukum;




h) Mengungkapkan rahasiaatau data pribadi;dan

i) Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya
perlu dirahasiakan. Pencipta arsipwajib menjaga kerahasiaan arsip
tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pencipta arsip wajib
menentukan prosedur berdasarkan standarpelayanan minimal serta
menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga
sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Pelayanan Informasi.

"PUBLIKASI INFORMASI MEDIA

Dalam pelaksanaannya sepanjang Tahun 2024 bahwa sosialisasi Kegiatan

Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bogor telah dilaksanakan setiap bulannya
sesuai agenda,baik publikasi yang disebarluaskan melalui platform media sosial
atau pada lklan Layanan Masyarakat atau media massa online dsb yang
bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor.

Program dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor, agar masyarakat tidak kurang
informasi dan melihat sejauh mana respon masyarakat terkait Kebijakan yang
diambil.

Dalam hal publikasi media, masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang tata cara
penggunaan bermedia sosial yang baik dan benar, masyarakat harus bisa
membedakan mana laporan, mana kritik atau masukan. Melaksanakan sosialisasi ke
lingkup masyarakat terkecil sehingga informasi tersebut dapat diterima secara
optimal oleh masyarakat, dan mereka membutuhkan bukti nyata dari pemerintah

terkait informasi, laporan dan keluhan mereka.
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SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah

diharapkan mampu melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang telah
ditetapkan. Delapan area perubahan tersebut antara lain:
1. Pola Pikirdan Budaya Kerja,
. Perundang-undangan
. Pentaaan Organisasi
. Penguatan Tata Laksana
. Manajemen SDM Aparatur

. Pengawasan,
. Akuntabilitas
. Pelayanan Publik.
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Sehubungan dengan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu dari 8 area
perubahan tersebut, dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga
negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik,
dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah sampai saat ini masih banyak
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat
atau pengguna layanan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan
masyarakat yang disampaikan melalui media massa (baik media cetak maupun
media elektronik), melalui media internet, meda sosial dan sebagainya sehingga
dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi Penyelenggara Pelayanan.
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Mengingat fungsi Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan, maka sudah
menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas
pelayan yang diselenggarakan. Pada dasarnya, kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik merupakan persepsi masyarakat atas jasa/pelayanan publik yang
telah memenuhi harapannya. Karena itu, masyarakat dikatakantidak puas apabila
masyarakat mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. Sebaliknya,

masyarakat dikatakan puas bila persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan.




Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah perlu mempunyai kebiasaan
untuk mendengarkan suara masyarakat. Salah satu bentuk konkrit pemuasan
masyarakat atas pelayanan publik adalah dengan melakukan pengukuran
kepuasan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
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“DIGITALISASI

Digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga
tenaga manusia dan waktu yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dibawah ini adalah beberapa
aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam keterbukaan informasi
berkomunikasi, meminta layanan Permohonan Informasi Publik untuk mengawasi

jalannyaKinerja Pemerintah Kota Bogor.

Frogram Makan Bergix Grotis
Al 50 Heger Kedung Badak 1

Wisata Kebun Buah Bogor Menuju Digital: Hasil
di Kota Bogor Evaluasi yang Membanggakan
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“DATA REKAPITULASI

1.Data SP4AN LAPOR!
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1.1 Persentase Perbandingan Pertahun Jumlah Pengaduan
Masyarakat SP4N LAPOR!

TAHUN DITINDAKLANJUTI PRESENTASI

1 2020 TERSELESAIKAN 91,6%
2 2021 TERSELESAIKAN 92,2%
3 2022 TERSELESAIKAN 92,7%
4 2023 TERSELESAIKAN 96,2%

5 2024 TERSELESAIKAN 84,81%

Dapat dilihat tabel diatas bahwa persentase aduan dari tahun ke
tahun menunjukkan peningkatan, ini dikarenakan rencana aksi yang
dijalankan di Pemerintah kota Bogor mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat bahwa aduan, saran, laporan, dan masukan yang masuk

ditindak lanjuti secara cepat oleh perangkat daerah di lingkungan
Kota Bogor.




1.2 Jumlah Pengaduan Pada Pengelolaan SP4N LAPOR!

URAIAN JUMALAH

1 Jumlah pengaduan yang diterima 948 91,6%
2 Jumlah pengaduan yang diselesaikan 804 92,2%
3 Jumlah pengaduan tidak dapat diselesaikan 144 92,7%

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan yang baik harus dapat
memenuhi setidaknya empat nilai, yaitu mudah diakses, transparan,
responsif, dan imparsial. Ketika keempat nilai ini dapat terpenuhi,
organisasi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik
terhadap sistem pengelolaan pengaduan yang mereka miliki, tetapi
juga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau komplain
yang tidak perlu (secara internal dan/atau eksternal) serta sumber
daya yang dimiliki juga dapat digunakan secara proporsional.
1.3 Data Rekapitulasi SP4N LAPOR!

Dibawah ini data Rekapitulasi dari aduan wargayang masuk
sepanjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Topik Aduan Melalui Aplikasi SP4N Lapor
Januari - Desember Tahun 2024

Kategori Total
Lainnya terkait Kesehatan

Lainnya terkat Ketenteraman, Keterbban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat

Penerangan Jalan

Ketertiban Umum

Infrastruktur Jalan

Pencemaran Lingkungan

Transportasi Darat

SP4N-LAPOR!

Lainnya terkait Infrastruktur Jalan

Lainnya terkait Infrastruktur Fendukung

Lainnya terkait Sosial dan Kessjahteraan

Jalan Berlubang

Hak Pekerja

Drainase (Gorong-Gorong/Pari)

Lainnya terkait Fendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar dan Menenpah

")
[=5)

Lt ]
(%)

-=_
=]

-_
]

=
[=]

d| @)

|

==l

] | | | 6] O6f o) OO




I - BN BN B N B B BN BN S B N D N S BN B BN S B .-
Trotoar

Infrastruktur Pendukung

Kualitas Pelayanan Kesehatan
Lainnya terkait Perhubungan

Migas

Longsor

Gangguan Layanan Penyaluran Air
Bantuan Sosial

Ferlindungan Konsumen

KTF (Kartu Tanda Penduduk)

Lainnya terkait Ketenagakerjaan
Koperasi, Usaha Kecil. dan Menangah
Layanan Air Minum

Permukiman

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| Lainnya terkait Fembangunan Dasa, Daerah Tertinggal,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
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dan Transmigrasi

Pasar

Kriminalitas

Masalah Kesejahteraan

Netralitas ASN

Gaji Pekerja

Perindungan Konsumen terkait Perumahan
Lainnya terkait Pelayanan Kesehatan
Lainnya terkait Netralitas ASN

Lainnya terkait Kepegawaian

Pengaduan Layanan Kesshatan Jiwa'Mental
Lainnya terkait Politik dan Hukum
Kepalisian

Infrastruktur

RS Y (Y W N B N Y Y (W [N Y Y Y
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Lainnya terkait Pajak

jalan rusak

Lainnya

lampu pju

Pelayanan Kesehatan

Layanan Online/Aplikasi Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Lainnya terkait Layanan Air Minum

Lainnya terkait Bantuan Sosial

Ferlindungan Konsumen terkad Jasa Fariwisata
Penyalahgunaan YWewenang

Lainnya terkait Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
{P4GN)

Keresahan Masyarakat

Hukum

Lainnya terkait Ekonomi dan Keuangan
Kekayaan Negara dan Lalang

Lainnya terkait Agama

Fartanahan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fajak

Pendistribusian BBM dan Gas

Anggaran dan Perbendaharaan

Hak Asasi Manusia (HAM)

Perundungan (Bullying)

Felayanan Kesehatan lain yang terdampak akibat
COVID-18

Administrasi BPJS Kesehatan

Gizi Buruk/Stunting

Informasi

Fasilias Kesehatan

Status Kepesertaan

Jembatan Penyeterangan Orang (JPO)
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Rekapan 10 Topik Aduan Masyarakat 1 Januari - 30 Desember
Tahun 2024
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1.4 Top Sepuluh Besar Kategori Topik Aduan Masyarakat

Rekapitulasi Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SP4N Lapor
Kota Bogor Periode 1 Januari - 30 Desember Tahun 2024

Bulan | Belum Ditindak Lanjuti | Selesai | Dalam Proses | Total Pengaduan
Januari 0 17 B 2
Februari 1 15 2 18

Maret 0 8 2 10

April 0 5 1 8

Mei 0 15 0 15
Juni 0 7 3 4
Jul 0 8 2 1
Agustus 2 25 0 T
September 0 7 2 8
Oktober 2 7 3 12
November 3 ] 3 12
Dezember 3 0 i 4
Jumlah 11 151 23 185
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Januari D
Maret ID
April @

Februari

Juli @

Agustus EEm
September H

Bulan

Oktober I3
November I3

Desember B

Rekapan Jumlah Aduan Melalui Aplikasi SPAN
LAPOR Tahun 2024

BTotal Pengaduan
DDalam Proses
BSelesai

BEBelum Ditindak Lanjuti

1.5 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Pada Perangkat

Daerah Tahun 2024

v

Rekapitulasi jumlah Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SP4N Lapor .
Rer OPD periode Januari- Desember 2024

Mama Instansi Jenis Instansi Status Total
Disperurmkim Kota Bogor OPD Ditutup 518
FUPR Kota Bogor OPD Ditutup B85
Dishub Kota Bogor OPD Ditutup 25
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor OPD Ditutup 21
Dispora Kota Bogor OPD Ditutup 20
Kecamatan Bogor Tengah CPD Ditutup 18
Dinsos Kota Bogor CPD Ditutup 15
Kecamatan Tanah Sareal OPD Diutup 12
Pemkot Bogor Pemkot Ditutup 12
Dinkes Kota Bogor OPD Ditutup 12
Disdik Kota Bogor QFD Ditutup 12
Disdukcapil Kota Bogor OPD Ditutup 12
Inspektorat Kota Bogor QPD Ditutup 10
Satpol PP Kota Bogor CPD Ditutup ]
Diskominfo Kota Bogor CPD Ditutup [
Disnaker Kota Bogor CPD Drutup ]
Kecamatan Bogor Timur OPD Ditutup ]
Dinas Lingkungan Hidup Kota Boger OPD Ditutup ]
- Fuskesmas Ditutup 3
DPKP QPD Ditutup 3
Linas Fenanaman Modal dan Felayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bogor OPD Ditutup 3
Fuskesmas Sub - OPD Ditutup 2
RSUD Kota Bogor FRumah Sakit Drutup 2
Dkpp Kola Bogor OPD Ditutup 2
Kecamatan Bogor Barat CPD Ditutup 2
Disparbud Kota Bogor QPD Diutup 1
Bkad Kota Boger CPD Ditutup 1
Bapperida Kota Bogor OPD Ditutup 1
Sekretanat Kota Bogor Unit Kerja Drtutup 1
04




1.6 Rata-Rata Tindak Lanjut Unit Kerja SP4AN LAPOR!

Admin Instansi/Pejabat Penghubung di Kota Bogor memberikan
tanggapan secara positif terhadap pengaduan yang diterima dan
menindak lanjutinya secara cepat dan solutif. Adanya respon yang
baik serta adanya interaksi langsungantara pemerintah dan
masyarakat akan meningkatkan trust/kepercayaan publik serta
meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

2. SIBADRA

Ada beberapa jenis Klasifikasi pengaduan yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika kota Bogor, terdiri dari :

1.1. Pengaduan Informatif

yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan
keterangan selengkap-lengkapnya kepada tim verifikator Secara teknis
pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan
layanan yang diberikan, misalnya pengaduan tentang Ketertiban
Umum, Sarana Publik,Kemacetan, Pedagang Kaki Lima, Penerangan

Jalan, Jalan berlubang, Trotoar, Pohon Tumbang dll.
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1.1 Contoh Ketertiban Umum

1.2. Pengaduan Penyimpangan

yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya memerlukan
penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan
penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan
terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.
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1.3. Laporan Sibadra Januari - Desember 2024
Dibawah ini adalah Persentase Perangkat Daerah yang selama Tahun
2024 menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik dalam proses, selesai
dan selesai bersyarat yaitu sebesar 83,4% Dimana perhitungannya
adalah sebagai berikut:

= Jumlah SelesaiBersyarat + Dalam Proses + Selesai x100%
Total Aduan

= 0+238+543 X100 = 92,27%
842

Dari total 842 aduan dari Januari 2024 s/d Desember 2024 didapat
laporan aduan yang terverifikasi sebanyak O laporan, laporan yang tidak
valid sebanyak 66 laporan, laporan sedang dalam proses sebanyak 238
laporan, laporan selesai sebanyak 543 laporan dan laporan selesai

bersyarat sebanyak O laporan




Dibawah ini rincian rekapan pengaduan masyarakat dapat digambarkan
sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah Total Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SIEADRE!

: Kota Bogor Periode 1 Januari- 30 Desember Tahun 2024 I
1 |
- :
I TOTAL
DALAM | ToTAL |TIDAK

: BULAN | SELESAL | proses | pEnGaDUAN | varm | F ENGSDU“‘ :
: Jamuari 49 9 58 3 61 :
g | Februari 5 9 0 44 i
1 | Maret 53 13 80 4 64 |
1| April 46 12 38 4 62 l
I Mei 53 2 7 3 3] :
| [ 3 12 50 3 54 |
§ [Juli 50 20 7 14 84 I
I | Azustus 52 12 64 7 71 |
I | September 34 18 52 5 57 :
: Oktober 61 23 34 5 54 |
j | November 36 45 81 6 87 i
I | Desember 36 40 76 7 83 I
: JUMLAH 343 238 715 66 842 :
U |

| & |
1 90 |
E :
y |
I s0 - . | : i |
: 50 : | . | ‘ :
I 40 : ] | ‘ | I
I 30 | | | | ‘ | |
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| W SELESAI HDALAM PROSES M TOTAL PENGADUAN |
: m TIDAK VALID mTOTAL PENGADUAN :




Data Rekapitulasi topik aduan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Topik Aduan SIBADRA Periode 1 Januari - 30 Desember Tahun 2024

Dalam Selesai

category Menunggu § Verifikasi Proses Selesai Invalid Dengan

Syarat
Angkot Ngetem 0 0 1 5 4 1
Rambu Lalu Lintas 0 0 13 4 0 4
Kemacetan 0 0 9 32 2 8
Indikasi Pungli 0 9 1 15 1 1
Pendidikan/Sekolah 0 2 0 12 0 0

Penerangan Jalan

1 12 1 2
Umum (PJU) 0 0 06 ? 6
Kekerasan thd 0 0 | 3 0 0
anak/perempuan
Kecelakaan 0 0 0 0 0 1
Kesusilaan 0 1 2 0 0 0
Kriminal 0 0 0 0 1 1
Parkir Liar 0 0 10 28 2 9
Pelayanan.Rumah 0 0 0 4 0 0
Sakit
PKL 0 9 13 17 2 0

Pedestrian/Trotoar 0 1 0 3 1 0




Lainnya

Jalan
Rusak/Berlubang

Bencana Alam

Kebakaran

Pajak

Drainase/Gorong-
gorong

Lingkungan Hidup

Sampah/Kebersihan

Air PDAM Tidak
Mengalir

Ketertiban Umum

Pelanggaran KTR

Listrik PLN

Pelayanan Puskesmas

Pelayanan ASN/PNS

Orang dengan
Gangguan Jiwa

Gelandangan &
Pengemis

21

17

14

34

12

20

17

10

11

53

30

19

73

14

16

11

13



Data Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah yang terbanyak menerima
pengaduan masyarakat adalah:

Selesai
. . Dalam . ;
category Verifikasi Proses Selesai Invalid Dengan
Syarat
Call Center 18 3 6 1 0
Verifikator 12 0 2 4 0
BPBD 2 1 3 0 0
Dinas Perhubungan 0 156 209 0 53

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan 67 15 61 0 6
Ruang
Dinas L?ngkungan 0 0 70 | 0
Hidup
Dinas Pendidikan 5 0 28 0 0
Dinas kependudulfa.n 0 0 1 1 0
dan Pencatatan Sipil
Dinas Perumahan dan 1 a1 54 3 15
Permukiman
Inspektorat Daerah 6 1 13 0 0
Dinas Kesehatan 0 0 12 2 0
Satuan Polisi Pamong 43 29 1 5 |

Praja

Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan 2 1 0 0 0
Teroadu Satu Pintu

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan 3 1 0 0 0

Sumber Daya Manusia




Badan Pendapatan
Daerah

Dinas Sosial

Dinas Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Dinas KUKM

Badan Keuangan dan
Aset Daerah

Sekretariat Daerah

Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM)

DISPORA

Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Bogor

Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian

DISPARBUD

RSUD

PLN Kota Bogor

SEKRETARIAT
DPRD

23

25

28

13



PUSKESMAS

BOGOR UTARA 0 0 1 0 0

SEKRETARIAT KPU 1 0 0 0 0
PUSKESMAS

BOGOR TENGAH 0 0 1 0 0

1.4. Laporan Call Center 112

Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang dikelola oleh PT Jasnita adalah
bagian dari panggilan kegawat daruratan dimana masyarakat dapat
mengakses nomor tersebut untuk yang bersifat darurat, sebagai contoh
Kebakaran, Kecelakaan, Kriminalitas, dan lain sebagainya. Laporan aduan
via nomor kegawat daruratan ini terkadang tidak sepenuhnya panggilan
kegawat daruratan tetapi ada juga panggilan hoaks atau prank call.
Dibawah ini adalah laporan total call centre 112 dan laporan bulanan
selama tahun 2024 seperti dibawah ini :

e Real Call (87)

e Prank Call (16.556)

e Ghost call (2.040)

GHOST REAL TOTAL
JANUARI 249
FEBUARI 200 1.042 7 1.654
MARET 240 476 10 605
APRIL 105 618 7 1.116
MEI 107 465 5 581
JUNI 70 179 0 249
JULI 605 1.042 7 1.645
AGUSTUS 129 476 10 605

SEPTEMBER 498 618 7 1.116




OKTOBER 111 465 5 581

NOVEMBER 397 1.138 191 1.554
DESEMBER
TOTAL 2.838 6.387 - 9.394
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1.5. Laporan Pengaduan Masyarakat indikasi Pungli

DALAM SELESAI

Dinas pendidikan 3
Inspektorat 6 40 1 0
PD Pasar 2 0 0 0
DPMPPA 0 1 0 0
LAPORAN PENGADUAN INDIKASI PUNGLI VIA APLIKASI SIBADRA
TAHUN 2024
10
30
20
15
10
;. mil —
Verifikasi Selesal Dalam Proses Selesai bersyarat
B Dinas pendidikan M Inspektorat PD Pasar
1.6. Laporan Aduan Masyarakat Via Media Sosial
Jumlah Rekapitulasi laporan aduan Via Media Sosial 1 Januari - 30
Desember Tahun 2024
BULAN INSTAGRAM FACEBOOK TIKTOK TWITTER
JANUARI
FEBUARI 2 0 0 0
MARET 2 0 0 0
APRIL 5 0 0 0
MEI 3 0 0 0
JUNI 4 0 0 0
JULI 8 0 0 0
AGUSTUS 5 0 0 0




SEPTEMBER 2 0 0 0

OKTOBER 6 0 0 0
NOVEMBER 18 0 0 0
DESEMBER 0 0 0

T N I A

1.7 Laporan Aduan Masyarakat Via Whatsapp

Laporan yang masuk lewat WHATSAPP Periode 1 Januari-30

Desember Tahun 2024
JUMLAH ADUAN
-

JANUARI 46 LAPORAN
2 FEBUARI 41 LAPORAN
3 MARET 55 LAPORAN
4 APRIL 44 LAPORAN
5 MEI 50 LAPORAN
6 JUNI 42 LAPORAN
7 JULI 48 LAPORAN
8 AGUSTUS 36 LAPORAN
9 SEPTEMBER 31 LAPORAN
10 OKTOBER 59 LAPORAN
11 NOVEMBER 58 LAPORAN
12 DESEMBER 71 LAPORAN

TOTAL 581 LAPORAN

1.8 Rencana Aksi

Rencana aksi untuk pengelolaan pengaduan dalam Sistem Pengelolaan

Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan OnlineRakyat (SPAN
LAPOR!) bisa meliputi langkah-langkah berikut :




1. Analisis Sistem yang Ada: Melakukan audit terhadap sistem
pengaduan yang sudah ada, bagaimana sistem tersebut bekerja,
bagaimana pengaduan ditangani, dan identifikasi sistem tersebut
mungkin memerlukan perbaikan.

2. Penyediaan Akses dan Edukasi: memastikan akses yang mudah bagi
masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara daring. Edukasikan
masyarakat tentang cara menggunakan sistem dengan tepat agar
pengaduan mereka dapat diproses dengan lebih efisien.

3. Penyempurnaan Platform: Mencoba memberikan saran untuk dapat
memperbarui platform agar lebih ramah pengguna, transparan, dan
responsif. Dan memastikan sistem memiliki fitur-fitur untuk melacak
status pengaduan, memberikan notifikasi kepada pengguna, dan
memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik.

4. Pelatihan dan Peningkatan SDM: melatih petugas layanan publik yang
akan menangani pengaduan untuk memberikan respons yang efisien
dan terukur. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi
yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai masalah
yang mungkin dihadapi oleh masyarakat.

5. Pengelolaan Data: memastikan sistem memiliki ke mampuan untuk
mengelola data pengaduan secara efektif. Data ini dapat memberikan
wawasan yang berharga tentang tren, masalah yang sering muncul,dan
kinerja sistem secara keseluruhan.

6. Transparansi dan Umpan Balik: Memberikan transparansi dalam
proses penanganan pengaduan, yaitu memberikan pengguna informasi
tentang bagaimana pengaduan mereka ditangani dan memberikan
kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik tentang
pengalaman menggunakan platform tersebut.

7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi berkala
terhadap system serta meninjau kembali kinerja, tanggapan, dan
kebutuhan pengguna untuk terus meningkatkan sistem pengaduan.

8. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan pihak-pihak
terkait, termasuk lembaga pemerintah terkait, organisasi masyarakat
sipil, dan sektor swasta, dapat memperkuat sistem pengaduan dan

meningkatkan efektivitasnya.




Rencana aksi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas,
responsivitas dan efisiensi sistem pengaduan, yang pada gilirannya
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan publik dan
proses pemerintahan. Rencana aksi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat
adalah sebagai berikut :

Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

-

Sosialisasi SPAN LAPOR! 36 OPD 36 OPD tercapai
Publikasi SP4N LAPOR!
2 HbHkast 36 OPD 36 OPD tercapai
Medsos
Bintek SP4AN LAPOR! i
3 intek S - OR!bagi 36 OPD 36 OPD tercapai
Verifikator
4 Jumlah aduan SP4N LAPOR! 500 aduan 992 aduan tercapai
5 Survey Kepuasan 1 thn Ix 1 thn Ix tercapai
Laporan Pengelolaan SP4N :
6 LAPOR! 1 lapor 1 lapor tercapai
Pert Ruti
7 criemuan Buhn 1 kegiatan 1 kegiatan tercapai

Bulanan/Monev

1.9 Kunjungan Kerja Perihal Studi Banding Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat, Publik Hearing
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2. Data dan Pelayanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang
terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting
karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,
penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggung jawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk
meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti

tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.




Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan
oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat
meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju
Informatif. Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas
PPID Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan
dengan beberapa proses tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan
Informasi Publikdan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat
setiap Bulan Maret diantaranya sebagai berikut:

1.Tahap Perencanaan

2.Tahap Penyusunan

3.Tahap Penyelesaian

Dibawah ini adalah Tahapandalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID
Tahun 2024 sebagai berikut :

2.1 Tahapan Perencanaan

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring,
sosialisasi dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan
menerbitkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bogor.

a) Rencana Aksi Sosialisasi Ke Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja

Koordinasi PD Januari s/d Desember 2024 6 Bulan

Pengumpulan Data Daftar

M 2024 2 Bul
Informasi publik aret 20 wan
Monitoring dan Evaluasi

SN S SRR April-Mei-Juni 2024 3 Bulan
Internal

Kunjung.an Monev PPLD Mei-Juni 2024 2 Bulan
internal

Sosialisasi E Monev Propinsi Juli-Agustus 2024 2 Bulan

Pelaksanaan E Monev PPID Juli-Desember 2024 5 Bulan

Self assesment KIP dan Desermber 2024 | Bulan

Penghargaan Creativfest




b) Persiapan Pelaksanaaan Monitoring dan evaluasi PPID
Internal

Dilaksankan dalam kegiatan IKP penghargaan insan admin Pemerintah
Kota Bogor Tahun 2024

c) Melaksanakan kunjungan kerja terkait dan
Pembinaan terkait PPID

Kegiatan Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk
menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh instansi, biasanya dilaksanakan untuk menambah pengetahuan
atau sharing dalam pelayanan informasi publik. Kami laksanakan
kunjungan ke Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor,
juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja ke beberapa
Perangkat Daerah, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima
kunjungan kerja dari berbagai instansi.




m=======cams

d) Mengikuti Workshop, Webinar, Bimtek tentang
Keterbukaan Informasi
Mengikuti sosialisasi, webminar, maupun bimtek dilaksanakan dengan
tujuan untuk peningkatan kapasitas PPID. Hal ini dilakukan secara
berkala dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi
publik melalui penambahan wawasan dan pengalaman dari rekan -
rekan PPID di instansi / Pemerintahan Daerah lainnya.

Augmanda Valani, SO0, M
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e) Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat

Kegiatan PPID Utama memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah
Kota Bogor sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan
cara yang sederhana. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan
PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan
dan pelayanan informasi publik, Update Data dan Informasi secara
berkala pada web dan Media Sosial Perangkat Daerah dan juga
Pemerintah Kota Bogor serta pada media Massa online maupun
offline.Rencana aksi kami ditahun 2025 adalah akan menyelenggarakan
sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia seperti

workshop, seminar, dan bimbingan teknis.

_ i
f) Advokasi Perangkat Daerah
Kegiatan Advokasi diberikan kepada Perangkat Daerah yang meminta
Advokasi. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bogor pada tahun 2024, yaitu
dalam melakukan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang
mendapat surat permohonan informasi publik




g) Menjadi Narasumber pada Fungsional Analis Kebijaka

Menjadi narasumber dalam kegiatan PPID di Lingkungan Kota Bogor,
yaitu pada beberapa Fungsional yaitu pada jabatan analis Kebijakan
dalam rangka menerapkan fungsi pesoalan Perwali No 70 Tahun 2022
tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan mengenai pelayanan
informasi publik, selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui mekanisme
pelayanan informasi publik serta mendorong terciptanya tata Kelola
pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di wilayah
Pemerintah Daerah Kota Bogor

h) Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu di Perangkat
Daerah dilaksanakan secara berkala. Tujuan Rakor PPID yaitu untuk
menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggarakan
pelayanan informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi
Publik. Selain melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, PPID
Utama juga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai
dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID
Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di
internal Badan Publik dapat membangun komunikasi dan koordinasi
yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi
publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan

dan cara sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi
publik.




Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi Pra
Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi PPID, Rapat Pembinaan PPID di Perangkat Daerah. Rapat
dilaksanakan sesuai kebutuhan PPID Utama. Hal ini sebagai bentuk
ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan untuk
menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

FFE:-------'

i) Menjadi Narasumber

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi Pra
Monitoring dan Evaluasi PPID, Rapat Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi PPID, Rapat Pembinaan PPID di Perangkat Daerah. Rapat
dilaksanakan sesuai kebutuhan PPID Utama. Hal ini sebagai bentuk
ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan untuk
menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

i




3.2 Tahap Penyusunan Laporan

Dibawah ini adalah Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID, dimana Kuesioner
perihal Keterbukaan Informasi telah dibagikan kepada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

1.Self assessment tahun 2024

L B B B _§ _§ §N _§ N B § & § B B _§ B _§ B _§N_§B_§B _§B _§B B B B |
= L -

T e R e —— s i

EELF ASSESMERT KHETERBRBLLK.O O IRRFORMO S0
FLIELIK Fala FPFERARNCGE AT DAaiERa -,
IPRAPLERMENMNTASD UINRNDANRRNG=-LUIRNDA NG MO 2 T.AHLUIrN
Z207F3 TENTANG KETERBLKAARM INFORMLASI
FUEBELIK DI LINGHKUNCGARM FEMERIMNTARH KOT.A
EBOSGaoRE TAHUIN 20325

;

= - -

P e e e = e e

BAsiziul SEa Permanonan INTSomas] yana Baiing BHanyaK aiajukan ol Forangkat Lasran

Jdenls infarmasl apakan vang paling Banyak diminta sisn Pamasnesn Infermaasi =

Borkala

Fetlap Boat

STt Morta

(TSR IR e

Ticmk acs

e

-

| Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan
l alasannya apabila permohonannya ditolak dan tidak disikapi

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih
sesual kondisi pada Perangkat Daerah saudara

Papan Informasi/ Anjungan Informasi/Banner Informasi
Meja Pelayanan Informasi

Form permohonan Informasi

Form penolakan informasi

Form Keberatan informasi

Form Pemberitahuan Tertulis

Staf khusus Pelayanan Informasi Publik

Buku Register Pelayanan Informasi, yang memuat daftar pemohonan informasi

Anggaran Khusus PPID

L----------------------------




| e e |

Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang sesuai kondisi di ™
Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia

Standar Operasional Prosedur

Standar Pelayanan

Standar Biaya Pelayanan

SK Penunjukan Pengelola PPID

L]

Apakah diinstansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja *
PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara

Tenaga Desainer
Tenaga Penulis

Tenaga IT

&

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang
Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat

YA




Berikut adalah Hasil survey Self Assesment Tahun 2024, yang sudah melakukan
survey Self Assesment Tahun 2024 yaitu 22 OPD

r----------------------------'
I Apakah Perangkat Daerah saudara telah mempublikasikan Informasi Publik yang [O copy chart
1 wajib pada website menu PPID

27 responses

Informasi yang wajib disediakan

dan diumumban secara berkala )

Informasi yang wajib diumumisan 7 (25.9%)
secara serta merta i

Informasi yang wajib tersedia 8 (20.6%)

setiap saal,
Belum semuanya 9(33.3%)
0 5 10 15
----------------------------J
'-----------------------------I
| Apakah di Perangkat Daerah saudara sudah melaksanakan Fungsi PPID, sesuai |_D Copy chart l
I Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
I 27 responses :
I Ya sudah dilaksanakan 25 (92 6%) I
I Belum dilaksanakan 2 (7.4%) I
I 0 5 0 15 20 25 |
.-----------------------------I

I =S

|_E| Copy chart I

Apakah dalam Sosialisasi Kegiatan Instansi/Perangkat Daerah saudara kepada
masyarakat menggunakan Bentuk Komunikasi secara langsung

27 responses

Seminar 8 (258.6%)
Sosialisasi 26 (96.3%)
Bimbangan ieknes 13 (48.1%)
0 10 20 30




e

: Apakah instansi/Perangkat Daerah Saudara menggunakan Publikasi Kegiatan D copy chart |

dengan media lain I

: 27 responses I

i |

: Spanduk 23(85.2%) I

Brosun 16 (59.3%) I

| Baliho 14 (51.9%) |

I Leaflat 15 (55.6%) |

I tidak adajill—1 (3.7%) "
Flyer Digital 1(3.7%)

| Videatron J—1 (3.7%) |

| media sosial : instagram, FB 1(3.7%) |

I poster 1 (3.7%) I
intagram|ill—1 (3.7%)

1 tidak, karena selaly memalui 1(3.7%) |

| Media sosial 1(3.7%) I
I videobron 1(3.7%)

Postingan Media Sosial 1(3.7%) |

I ] 5 10 15 20 25 I

I I

I I

I______—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—.

|

Berapa kali instansi/Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama I_D Copy chart I
dengan Radio

27 responses

@ 12 kal dalam setahun

@ < 12 kali dalam setahun
> 12 Kali dalam setahun

@ Tidak ada

@ tidak ada kerjasama karena media
fersebut berbayar publikasi Ryanan
disdukcapil melalui diskominfo

@ Tidak pemah

@ Belum pemah

----------------------------J

[D Copy chart I

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara pernah melaksanakan kerjasama |
dengan Radio (melaksanakan Dialog Interaktif/Pemasangan Iklan Layanan |
Masyarakat) |
7 responses I
RRI 13 (43.1%) :

Megaswara 7(25.9%) :

Sipatahunan 10 (37%) I

0 5 10 15 |
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r-----------------------------I

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media online LD Copy chart

27 responses

5 (18.5%)

1(3.7%)
3(11.1%)
1(37%)

Heibogor| 2(74%)
Lainnya 7 (25.9%)
Tidak
Tidak ada
tidak ada 1(3.7%)
- 1(3.7%)
Indlah Onling, Bogor Daily, .. 1(3.7%)
tidak ada kerjazama karena 1(3.7%)
Radar, pojoksatubogor, inew.. 1(3.7%)
Tidak Ada 1(37%)
tidak, karena selalu memalui.. 1(3.7%)
Tidak Bekerjasama 1(37%)
Bogordaily 1(3.7%)
0 2 4 6 8

r-----------------------------I

1 Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media di bidang IO cCopychart
l surat kabar l
I 27 responses I
Radar Bogor 13 (48.19%) I
I Indlah Bagor 3 (M%)
I Bogor Today 4 (14.8%) Radar Bogor I
Metropaolitan 4 (14.8%) Count: 13 I
I Pakuan Raya 1(3.7%)
I Lainnya 3 (11.1%) |
Tidak ada I(M.1%) I
| tidak ada 1(3.7%)
I malakukan pambelian sural 1(3.7%) l
L 1(3.7%)
I Jurnal Bogor, Inilah Koran 1(3.7%) I
tidak ada kerjasama karena._. 1(3.7%) I
I Tidak Ada 1(3.7%)
I tidak, karena selalu memalui 1(3.7%) I
Tidak Bekerjasama 1(3.7%) I
: 0 5 10 15 I
L

LD Copy chart
Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama Kegiatan Publikasi

dalam menunjang penyebarluasan informasi
27 responses

Memazang advertonial di koran/
tabloid/majalah
Menyelenggarakan dialog
nteralkdif di radio
Menyalenggarakan dialog
interakdif di televisi

Memasang |klan Layanan
Masyarakat di radio

Memasang |klan Layanan
Masyarakal di televisi

10 (37%)
T (25.9%)

2(7.4%)

2 (7.4%)

0 (0%)

tidak pernah 14 (51.9%)

15

=
w
(=]

L--------




I-----------------------------1
|_|:| Copy chart

Berapakah jumlah rilis/berita yang dihasilkan dengan adanya kerjasama media

terkait pelaksanaan kegiatan di instansi/perangkat daerah saudara selama

tahun 2023

27 responses

@ 1- 12 kali dalam 1 tahun
@ < 12 kall dalam 1 tahun

> 12 kali dalam 1 tahun
& Tidak Parnah

Untuk mendukung keterbukaan informasi dan publikasi, Apakah I8} Copy chart
instansi/Perangkat Daerah saudara bekerja sama dengan Media

27 responses

Media Cetak 6 (22.2%)

Media Cetak onling 7 (25.9%)

1(3.7%)

Radio 3(11.1%:)

Tidak pamah kerjasama 16 (59.3%)

0 5 10 15 20

|
|
|
|
|
|
I Media TV
|
|
|
i
|
B

e e

| Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah |__|:| Copy chart I
I 27 responses :
I Memiliki Website 25(928% |
I Website aktif 21 (77.8%)
I Menampilkan data struktur o.. 23 (85.2%) I
Menampilkan agenda kegiat 16 (59.3%) I
I Menampilkan kontak penang.. 18 (66.7%)
I Menampilkan berita kegiatan 21 (77.8%) I
Menampilkan laparan kinerja 19 (70.4%) I
I Menampilkan perencanaan.. 11 (40.79%)
I Memuat Menu pengaduan m 16 (59.3%) l
Menampilkan Daftar Permoh.. 9(33.3%) I
I Menampilkan formulir parmo 10 (37%)
Menampilkan jenis informasi.. 12 (44.4%) |
I wabsite memiliki link dengan 21 (77.8%)
I Memuat menu PPID 8(29.6%) I
I 0 5 10 15 20 25 |
|
I------------------------------I




r----------------------------

I » : |_E| Copy chart I
1 Apakah Perangkat Daerah saudara memiliki admin pengelola media I
I social(instagram, FB, Twitter, youtube) sebutkan jumlahnya |
: 27 responses I

|
I @ 1orang I
I ® = 1otang I
I Tidak ada

|
I I
I I
| |
I I
I I

b ———————— =

r----------------------------
Media Sosial manakah yang digunakan Perangkat Daerah sebagai sarana aktif |_|:| Copy chart
untuk penyebarluasan informasi

27 responses

Instagram
Youtube
Twvitter £ X

26 (06.3%)
20 (74.1%)

|
|
|
|
|
T (25.9%)

Fatebook : 9 [;3 %) ;?J::‘L[Ib:u :
TikTok I
Website I

Tik Tak
banmer I
|
|
|

2 (7.4%)
2 (7.4%)
2 (T.4%)
1(3.7%)

‘Website, tiktok 1(3.7%)

L] 10 20 30

e e e ——]

e |

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2024 pernah I_D Copychart |l
mengalami Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat

27 responses

@ YA
@ TIDAK

r
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L




r-----------------------------'

Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang |_|:| Copy chart
mendukung kinerja PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara

27 responses

Tenaga Desainer 7 (25.9%)

Tenaga Penulis 8 (29.6%)
Tenaga IT 22 (81.5%)
Adminkes 1 (3.7%)
Belum 1(3.7%)
Frantiiner 1(3.7%)
0 5 10 15 20 25

fe o e o e e o e o e e e e o o o e o o o e e e ]

r-----------------------------'
Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang I_D Copy chart

sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia

27 responses

Standar Operasional Prosadur 23 (85.2%)
Standar Pelayanan 16 (59.3%)
Standar Biaya Pelayanan 6 (22.2%)
SK Penunjukan Pengelola PFPID 14 [51.9%)
o 5 10 15 20 25

L & & & &8 & &R & & & &8 & & & & &8 &8 &8 & & &8 & &8 & & &8 & &R & § |
Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah |_|:| Copy chart
dilengkapi, pilih sesuai kondisi pada Perangkat Daerah saudara

27 responses

|
|
|
I Papan informasl’ Anjungan info 22 (81.5%)
I Meja Pelayanan Informasi 24 (88.9%)
I Form permohonan Informas 11 (40.7%)
I Form penclakan informasi 3 (11.1%) ::ii:;:“nm Informas}
Form Keberatan mformasi 4 (14.8%)
I Form Pemberitahuan Tertulis 5(18.5%)
I Staf khusus Pelayanan Informa 15 (66.7%)
Buku Register Pelayanan Infor, 17 (63%)
I Anggaran Khusus PPID 1{3.7%)
| Tidak ada -1 (3.7%)
I 1(3.7%)
I 0 5 10 15 20 25
|




Tindak Lanjut terhadap Permohonan Informasi, baik yang datang langsung I copychart
ataupun via email/medsos/aplikasi dari Pemohon Informasi Publik kepada
Perangkat Daerah

27 responses

Ditarima 27 (100%:)
Ditarima
Ditolak 1(3.7%) Count: 27
Tidak Disikapi |0 (09%)
0 10 20 30

L & & B B B & & & &R & & &R & B &R & &R & &8 & &R B & & & & B §B § |
Berapa jumlah permohonan informasi serta merta yang masuk pada Perangkat LD Copy chart
Daerah saudara, selama 1(satu) tahun

27 responses

= § permohonan informasi 14 (51.9%)
= 5§ permohonan informasi 11 (40.7%)
Tidak ada 2 (7.4%)
o 5 10 15

I-----------------------------
Berapa jumlah permohonan informasi setiap saat yang masuk pada Perangkat I_D Copy chart
Daerah saudara, selama 1(satu) tahun

27 responses

= & pefmohonan informasi 15 (55.6%)
= 5 pgrmohonan informasi 8(29.6%)
Tidak ada permohonan informasi 4 (14.8%)
0 5 10 15

R R




r
| Berapa jumlah permohonan informasi berkala yang masuk pada Perangkat LEI Copy chart I
] Daerahsaudara, selama 1(satu) tahun I
I 27 responses :
|
I |
I » § parmohonan informasi 16 (59.3%) I
I |
I = § parmohonan informasi 8 (33.3%) :
|
I |
I Tidak ada parmohonan informasi 2 (7.4%) I
I |
| 0 5 10 15 20 |
I |
|

. |
I Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi |_D Copy chart I
: 27 responses |
I |
| Informasi Berkala 20(74.1%) 1
I |
l Informasi Setiap Saal 11 (40.7%) I
I |
1 Informasi Serta Merta 12 (44.4%) I
I |
I Informasi yang Dikecualikan 2 (T.4%) I
I |
1 Tidak ada I
I |
I 0 5 10 5 2 |
I |
I__—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_-I

Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat |_D Copy chart
Daerah Saudara

27 responses

Datang Langsung 23 (85.2%)

Media Sosial 4 Datang Langsung

Websitelemal 13 (48.1%) Count: 23
SMSMelp 9(33.3%)
Aplkasi Pengaduan (33.3%)
Melalui Wi Student Center, W... 1(3.7%)
whatsapp dan websile disdukc 1(3.7%)
melalui surat 1(3.7%)
0 5 10 15 20 25




2. Daftar Informasi Publik Tahun 2024
a. Daftar Informasi Perangkat Daerah
https://ppid.kotabogor.go.id/docs/index/1687

DIP adalah daftar informasi yang dapat diakses publik, sementara DIK
merupakan daftar informasi yang dikecualikan dari informasi publik, yakni
informasi yang bersifat terbatas dan rahasia sehingga tidak dapat diakses
publik, meski publik mengajukan permohonan informasi.

Tersedianya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
akan berkontribusi bagi semakin meningkatnya Keterbukaan Informasi
Publik, sekaligus menghindari potensi sengketa informasi, semisal
permohonan informasi publik yang ternyata terbatas dan rahasia, namun
tidak dicantumkan dalam DIK, PPID Pelaksana wajib menyusun DIP dan DIK,
membahas kriteria informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, informasi serta merta, hingga informasi tersedia setiap saat dan
informasi yang dikecualikan.

Dibawah ini contoh DIP yang dibagikan ke Perangkat Daerah untuk diisi:
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b. Daftar Informasi Publik Yang Ditutup

https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/2/194
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3.3. Tahapan Penyelesaian Laporan

Dari hasil rekapan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka didapat pemeringkatan ketebukaan
informasi publik yaitu sebagai berikut :

a. Tiga Pengelola PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan
Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024 di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor adalah:

“

Dinas Kesehatan 1
BKAD 2
Disdukcapil 3

Peringkat pada PPID Pelaksana terbaik didapat dan diukur dengan Rapat
Pleno dalam rangka kegiatan IKP yaitu anugrah Creativfest, penghargaan
bagi Pengelola Media sosial, PPID, Humas dan Pengaduan Masyarakat. Hal
ini dilaksanakan dalam rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan
Perangkat Daerah didalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
Tingkat Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya dibuat inovasi kegiatan baru
guna mendukung data, sarana dan prasana pada organisasi perangkat
daerah

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan
Komisi Informasi Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan hasil monev
pada web Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk penetuan kriteria,
sub kriteria dan bobot diambil dari Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01

Tahun 2021 tentang standar layanan informasi.




b. Permohonan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tertinggi

Peringkat

1 Dinas Kesehatan

BKAD
Disdukcapil
Dinas Pendidikan
Dinas Sosial
DPM PTSP
BKPSDM
Dinas Komunikasi dan Informatika

DPUPR

O 0 9 O »n B~ W

—
O

Baperida

Perangkat Daerah wajib menyediakan informasi Publik, permohonan
pelayanan informasi dapat terbagi menjadi 2 permohonan yaitu:
1.Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi
secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan
informasi public ini wajib dibuka oleh badan public diantaranya :
e Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
¢ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
e Informasi yang wajib tersedia setiap saat
2.Permohonan Informasi secara Langsung(mengisi form manual

permohonan informasi yang disediakan PPID).
c. Standar Pelayanan Informasi
https://ppid.kotabogor.go.id/post/index/0/169

Standar pelayanan informasi ini adalah ukuran yang dijadikan pedoman
dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi
publik. Ukuran standar pelayanan informasi ini yang harus disediakan

pada tiap-tiap badan publik.




Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada tahun 2024 yang didapatkan
hasilnya melalui rekapan standar pelayanan informasi yang disebar
melalui kuesioner bahwa kesimpulannya hasil kuesioner ini digunakan
sebagai dasar pembuatan laporan Keterbukaan Informasi Publik kepada
Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat dan juga sebagai evaluasi dari
PPID Utama kepada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota
Bogor.

Informasi

Informasi
disediakan § Jumlah OPD
lengkap

Informasi
tidak
tersedia

Memiliki Standar disediakan

tidak

%
Pelayanan Informasi ’

lengkap

Meja Pelayanan

(0]
Informasi Publik 36 36 100%

Papan Pengumuman
pan tEnsum 36 36 100%
Informasi
Sarana khusus bagi
pemohon informasi
yang berkebutuhan

khusu

33 3 36 91%

Standar biaya
memperoleh informasi 36 36 100%
publik

Makl Pel
P 36 36 100%
informasi publik

Formulir
permohonan 36 36 100%
informasi publik

Bukuregistrasi
tat
peneatatan 36 36 100%
permohonan

informasi publik

Tanda bukti
permohonan 36 36 100%
informasi publik




Format
pemberitahuan
tertulis sebagai

jawaban atas
permohonan
informasi

Format surat
keputusan PPID
tentang penolakan
permohonan
informasi

Formulir keberatan

Buku Register
Keberatan

Format Tanggapan
atasan PPID atas
keberatan

Penetapan PPID
tentang klasifikasi
informasi yang
dikecualikan beserta
hasil pertimbangan
tertulis yang telah
dilaporkan dan
mendapat
persetujuan pimpinan
badan publik

Sistem pelayanan
informasi dan
dokumentasi yang
terintegrasi untuk
mengelola informasi
publik secara baik
dan efisien sehingga
diakses dengan

mudah

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

100%

100%

91%

100%

100%

100%

100%



Membuat, dan
menyampaikan
laporan PPID
kepada PPIDUtama

36 36 100%

d. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

Memiliki F
et Form . Jumlah OPD Presentase
Permohonan Informasi

Ya 36 100%

Tidak - -

Tercatat 36 Perangkat Daerah yang memiliki Form Permohonan
Informasi sepanjang tahun 2024 dengan presentase sebanyak 100%
Form Permohonan informasi ini telah dimiliki oleh semua Perangkat
Daerah yang ada di lingkungan Kota Bogor, yang terdiri dari Formulir
Permohonan Informasi, Register Permohonan Informasi, Penolakan
Permohonan Informasi, Formulir Keberatan, Register Keberatan,
Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan, Tanda Bukti Permohonan
Informasi, hanya pelaksanaan dan penggunaan formulir masih harus
diadakan bimbingan teknis dalamhal cara pengisiannya.

e. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Memiliki Form Permohonan Informasi Presentase

Kurang dari 100 100%

100 s/d 500

Lebih dar1 500

Pelayanan informasi publik dalam hal Permintaan Informasi Publikbaik
yang dikabulkan maupun tidak, PPID memberikan akses bagi Pemohon
Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai dengan Standar Pengumuman,
dimana pemohon informasi dapat meminta informasi ke meja informasi
dengan mengisi register permohonan informasi kepada petugas

informasi di badan publik.




Persentase diatas diambil dari rata-rata jumlah permohonan informasi di
Perangkat Daerah yang melayani Pelayanan Publik.

f. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi

Sikap Terhadap Permohonan Jumlah Permohonan
) ) Persentase(%0)
Informasi Informasi

Dipenuhi 36 100%
Ditolak 0 0
Tidak Disikapi 0 0

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2024, tercatat ada 2
permohonan informasi.

g. Petugas Administrasi

Persentase

100 %

Tidak

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas
administrasi untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi

yang masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun.
Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020
tentang Pejabat




Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor bahwa yang melaksanakan tugas perbantuan
pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan Pelaporan
pada PPID Pelaksana(Badan Publik).
h. PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan
hubungan yang transparanserta interaktif dua arah. Transparansi
informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID).Transparansi

Pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang- Undang No. 14/ 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan
publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas
menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Dibawah ini
PPID yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut:

PPID Aktif Jumlah OPD Persentase (%)
Ya 36

100 %

Tidak - -

Jumlah PPID aktif x 100 =36 x100=100
Jumlah total PPID 36

Dengan Rumus :

4. Publikasi Media

1) Jenis Media Komunikasi Pemerintah Kota Bogor

 Aktif Sejak : 15 Februari 2015
1 Microblog Twitter @pemkotabogor « Followers :37,258 K akun
« Following : 349-

Followers : 198000
@Kominfo . Following :274
Postingan  : 4838




2 Media Sharing Instagram @pemkotabogor

@kominfo
@Instagram Takis
3 Facebook Pemkot Bogor
4 YouTube PemerintahKotaBogor
5 TIK TOK Pemerintah KotaBogor

Aktif Sejak : 21 Februari
2015
Jumlah post: 9163
Followers :181000
Following :476

Followers : 198000
Following :274
Postingan  : 4838

Followers :563
Following : 67
Postingan  : 252

Aktif Sejak :17 Desember
2014

Followers :36000

Following : 32

Aktif Sejak 16 Juli 2014
Subscriber :5.08000
Video : 403

Followers : 45,1000
Like : 979,5000
Following : 50

2) Sarana Publikasi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

*---------------‘

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui

kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan

informasi kegiatan,




pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk,
leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

5. Kerja sama Media

a)

Kerja sama media dengan Perangkat Daerah
Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui

kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik
yang berada di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui mdia
cetak, TV dan radio terjadi di hampir seluruh Instansi. Di bawah ini adalah
kerjasama Media yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
diantaranya sebagai berikut:

1
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Radar Bogor 2013
Harian Metropolitan 2013
Pakuan Raya 2013
Jurnal Bogor 2013
InilahKoran 2013
Bogor Kita 2013
Bogor24update 2013
Inilah Online 2013
Bogor One 2013
Bogor online 2013
Sorotrakyat 2013
Woro-woro 2013
Rasioo.id 2013
InewsBogor.1d 2013
Juruketik 2013
Inionline.id 2013
Kobra Pos 2013
Bharata News 2013
Jurnal Inspirasi 2013
Barayanews 2013
Lead.co.id 2013

Bogor Today 2013




23 Lintasbogor.com 2013

24  Media realita.co.id 2013
25 Bogor Channel 2013
26  Bogorhdnews 2013
27  Heibogor.com 2013
28  Ceklissatu.com 2013
29  Bogordaily.net 2013
30 Radarbogor.id 2013
31 Pojok satu Jabar 2013
32 Metropolitan.id 2013
33 Antara News 2013
34  Kabaronline.co.id 2013
35 Tribunnews Bogor 2013
36  Pelita Baru 2013
37 Media Bogor 2013
38 Pakuan Raya Online 2013
39 Jabar Ekspres 2013

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui
kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan
informasi  kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan
menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron
hingga stiker.
b) Media Sosial yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang
memiliki media sosial sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Media Sosial yang Digunakan §| Jumlah OPD dan Kelurahan Persentase (%)

Instagram 105 99 %
Facebook 68 64,1%
Twitter 31 29,2%
Youtube 45 42,4%

Website 104 98,1%




Media sosial mendapatkan 2 (dua Prestasi pada tahun 2024 dalam
melaksanakan pengelolaan baik dalam pengelolaan media Pemerintah Kota
Bogor maupun Pemerintah Kab/Kota terakstif dalam menangani saber
Hoaks.
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c) Advertorial dan Surat Kabar
1. Advertorial pada Surat Kabar

Dibawah ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media massa
sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Media Cetak Lokal Jumlah 1 Bulan Advertorial § Jumlah Advertorial 1 Tahun

Radar Bogor 7 Berita Advertorial 84 Berita Advertorial
Metropolitan 7 Berita Advertorial 84 Berita Advertorial
Pakuan Raya 7 Berita Advertorial 84 Berita Advertorial
Inilah Online 7 Berita Advertorial 84 Berita Advertorial

Jurnal Bogor 7 Berita Advertorial 84 Berita Advertorial




2. Advertorial pada Media Online

Media Cetak Lokal Jumlah 1 Bulan Advertorial § Jumlah Advertorial 1 Tahun

Kabaronline.co.id
Heibogor.com(1)
Metropolitan.id
Media Bogor
Bogordaily

Pakuan Raya Online

Ceklissatu.com
Jurnal Inspirasi
Bogor Kita
Bogor24 update
Inilah Online
Bogor One
Kobra Pos
Bogor online
Inews
Bogor Channel
Bogor Today
Rekam?24
Lead.co.id
Juruketik
Inionline.id
Realita
Delik Tipikor
Bogorhdnews
Kupas merdeka
jabar ekpres
timetoday.id
Bogor Prioritas

sewaktu

Bogorexpose.com

7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial
7 Advertorial

7 Advertorial

84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial
84 Advertorial

84 Advertorial



Ini adalah tabel jumlah advertorial yang dimuat di media online sepanjang
tahun 2024.

d) Kelompok Informasi Masyarakat

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok
Informasi Masyarakat(KIM) sebagai media pelayan informasi. Keberadaan UU
KIP inilah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota
melaksanakan pembinaan terhadap KIM sebagai lembaga layanan informasi
masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Di
kota Bogor KIM sebanyak 68 yang tersebar di Kelurahan dan 6 Kecamatan
atau sebesar 95 % realisasi keaktifan dari target capaian 100%.

1. Aktivitas KIM

Melakukan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber baik dari
sumber langsung maupun atau tidak langsung. Sumber langsung ialah dari
lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga layanan informasi lainnya
dan pemuka pendapat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Sumber tidak langsung
ialah melalui kelompok cetak dan elektronika termasuk juga internet.
Dalam mengakses informasi dilakukanproses seleksi, mana yang penting
dan tidak penting untuk kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar.
Setelah dipilih kemudian dicatat dan didokumentasikan. Tujuan
mengakses informasi ialah untuk memperoleh informasi yang sesuai
dengan kebutuhan baik anggota kelompok maupun lingkungannya untuk
jangka pendek (kebutuhan nyata yang sedang dihadapi), atau kebutuhan
jangka panjang untuk pengembangan kelompok dan masyarakat di masa
yang akan datang. Akses dapat dilakukan oleh masing-masing anggota
secara bersama-sama di tempat khusus KIM (jika memiliki semacam
sekretariat atau tempat pertemuan khusus KIM).

2. Release Media

2015 1621

2016 2921




2017 2792

2018 2410
2019 2319
2020 1215
2021 733
2022 1509
2023 1389
2024 597

Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut
selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan
regional serta media-media online sebagai bahan berita yang mereka
tayangkan. Dibawah ini adalah kunjungan kerja perihal Kerjasama Media.

Dibawah ini jumlah release media bulan Januari Tahun 2024 sampai
dengan Desember Tahun 2024 sebagai berikut

“

Januari 93
Februari 51
Maret 22
April 21
Mei 1
Juni 57
Juli 49
Agustus 62
September 45
Oktober 45
November 54
Desember 47

Total 597
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3. Penyebaran Informasi

|
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Kota Bogor dengan jumlah penduduk 1.063,513 juta jiwa memiliki luas

wilayah sebesar 118,50 Km yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki

sebesar 548.196 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 522.813, hasil

ini berdasarkan perhitungan dari Badan Statistik Kota Bogor. BPS Kota

Bogor menyebutkan bahwa Dalam perhitungan jumlah masyarakat yang

menjadi sasaran penerima penyebaran informasi publik menggunakan

pendekatan sebagai berikut :

1) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Pembagian di

Kecamatan Kota bogor sebagai berikut:

wilayah

Bogor Selatan

Laki-laki: 539.250 jiwa Bogor Timur

Bogor Utara

Bogor Tengah

Bogor Barat

Perempuan: 524.263 jiwa

Tanah Sareal

208.774jiwa
106.234 jiwa
190.085 jiwa
96.262 jiwa

238.318 jiwa

223.840 jiwa




2) Jumlah penduduk kota Bogor menurut Kelompok umur dan jenis
kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Table Kelamin di Kota Bogor, 2022
Population by Age Groups and Sex in Bogor Municipality,
2022
m @) 3) (@)

0-4 34728 32 785 67513

5-9 50335 47020 97 355
10-14 50879 47275 98 154
15-19 42938 40653 83591
20-24 47 430 45412 92 842
25-29 46103 45046 91149
30-34 44567 43 656 88223
35-39 42598 41109 83707
40-44 45047 44816 89863
45-49 40034 39922 79956
50-54 36329 36038 72367
55-59 27719 27 884 55603
60-64 21303 22309 43612
65-69 15271 16001 31272
70-74 9377 9770 19147

75+ 8375 11289 19664

3) Sehingga persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran

informasi :

Jumlah penduduk berusia > 15tahun x 100% = 850.996 x100% = 80 %

Jumlah Penduduk di Kota Bogor 1.063,513
15-19 42.938 40.653 83.591
20-24 47.430 45.412 92.842
25-29 46.103 45.046 91.149
30-34 44.567 43.656 88.223
35-39 42.598 41.109 83.707
40-44 45.047 44816 89.863
45-49 40.034 39.922 79.956
50-54 36.329 36.038 72.367

55-59 27.719 27.884 55.603




60-64 21.303 22.309 43.612

65-69 15.271 16.001 31.272
70-74 9.377 9.770 19.147
75+ 8.375 11.289 19.664
Kota Bogor 427.091 423.905 850.996

Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penerima penyebaran
informasi publik adalah masyarakat yang berusia minimal 15 tahun ( >
15 tahun)

Nilai diatas sudah sesuai dengan pendekatan rumus yang telah
disepakati (poin 2). Data merupakan angka resmi yang dipublikasikan
oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Untuk mencapai tujuan
penyebaran informasi dan komunikasi yang efektif, maka diperlukan
pemilihan jenis media untuk penyebaran informasinya. Komunikasi
media adalah memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi
kebutuhan masyarakat, dan penggunaan media ini menjadi stategi
komunikasi pemerintah terhadap masyarakat.

Penyebaran informasi tidak hanya melalui komunikasi 2 arah yaitu
berupa tatap muka dalam kegiatan pertemuan, sosialisasi dan
sebagainya, tetapi bisa menggunakan media sebagai sarana
penyebaran komunikasi yang efektif baik media masaa, cetak maupun
media online, dimana umpan balik memberikan dampak efek yang baik
bagi kedua belah pihak. Pengukuran berupa survey kepada Perangkat
Daerah dalam upaya evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana
exposure media tepat sasaran dan target.

kominfobogor Followiing v

4,844 posts 19.9K followers 275 following
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4. Kegiatan Media Sosial pada Pemerintah Daerah Kota Bogor
a) Liputan Potensi Wilayah

Potensi wilayah adalah segala sumber daya alam maupun sumber daya
manusia yang terdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber daya
tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan
wilayah. Potensi wilayah terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan
potensi nonfisik.
1) Potensi Fisik
Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber
daya alam yangada pada desa tersebut. Sumber daya yang termasuk
potensi fisik adalah sebagai berikut:
a) Tanah, merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga
yang ada di wilayah tersebut
b) Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari d) Manusia,
dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja

2) Potensi Nonfisik
Potensi non fisik adalah potensi yang ada di wilayah adalah
segenap potensi sumberdaya sosial dan budaya yang terdapat di
wilayah yang bersangkutan. Sumber daya yang termasuk potensi
nonfisik, yaitu sebagai berikut :
a) Masyarakat yang hidup secara bergotong-royong menjadi
kekuatan produksi, serta pembangunan wilayah.
b) Aparatur di wilayah yang bekerja secara maksimal menjadi
sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah wilayah.
c) Lembaga sosial menjadi pendorong partisipasi warga dalam
kegiatan pembangunan wilayah secara aktif.

3) Keunggulan Kompreatif

Suatu daerah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang
mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah
sektor yang mengandung keunggulan komperatif. Dibawah ini
adalah liputan sekolah SMP yang dilaksanakan sepanjang tahun
2024 dan dipublikasikan pada media sosial Instagram
PerangkatDaerah dan Pemerintah Kota Bogor sebanyak 24 sekolah

diantaranya:




1. SMPN 6 Januari
2. SMPN 13 Januari
3. SMPN 5 Januari
4. SMPN 3 Februari
S. SMPN 7 Februari
6. SMPN 13 Februari
7. SMPN 10 Maret

8. SMPN 9 Maret

9. SMPN 20 Maret
10. SMPN 2 April
11. SMPN 4 Mei

12. SMPN 1 Mei

13. SMPN 14 Juli

14. SMPN 12 Agustus
15. SMPN 11 Agustus
16. SMP Pesat Agustus
17. SMP Kosgoro September
18. SMP BPK Penabur Oktober
19. SMP Taruna Andiga Oktober
20. SMP Rimba Taruna Oktober
21. SMP Siliwangi November
22. SMP Yapis November
23 SMP Kesatuan November
24 SMP Cahaya Rancamaya Desember

b) Liputan Agenda Pimpinan
Agenda kerja pimpinan merupakan suatu bagian dari banyaknya
kegiatan keprotokolan yang mempunyai dan mengatur kegiatan -
kegiatan kerja seorang pimpinan dalam rangka menciptakan kefektivitas
dan keefesiensi perusahaan. Mengingat bahwasannya seorang pimpinan
yang mempunyai pekerjaan utama membuat keputusan yang terkait

dengan manajemen penyelesaian pekerjaan.




Agenda kerja pimpinan ini disusun oleh sekretaris pimpinan dengan
cermat sehingga tidak menghambat aktivitas dari seorang pimpinan
yang harus dilaksanakan sesuai manajemen waktu secara maksimal.
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Bentuk agenda adalah susunan kegiatan yang diurutkan menurut
waktu pelaksanaan dan skala prioritas pekerjaan yang dilakukan oleh
seorang pimpinan. Dibawah ini adalah even besar yang ditayangkan
pada media sosial sebagai salah satu Keterbukaan Informasi Publik

diantaranya adalah sebagai berikut:

- Liputan Agenda Pimpinan Tanggal/Bulan

Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana,

4 April 2024
Kuatkan Kultur Warga Siap Siaga .
Pimpin Upacara Harkitnas ke-116, Sekda :
2. Indonesia Memasuki Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024

Kedua

Upacara Hari Lahir Pancasila, Kota Bogor
Siap Dukung Indonesia Emas 2045

01 Juni 2024

4 Helaran HJB ke-542, Hery Antasari: Kota 02 Juni 2024

Bogor Semakin Dewasa




10.

I1.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemkot Bogor Gelar Rembug Stunting, Semua
Stakeholder Dilibatkan

Sambut Hari Pramuka ke -63, Kwarcab Kota
Bogor Gelar Jambore Cabang

HUT RI Ke-79 Tingkat Kota Bogor, Pj:
Nikmat Kemerdekaan Harus Kita Syukuri

200 Meter Bendera Merah Putih Diarak,
Sampaikan Pesan Persatuan dari Kota Bogor

HKG ke-52 Tingkat Kota Bogor, Berbagai
Inovasi Ditampilkan

Hery Antasari Bacakan Ikrar dalam Apel Hari
Kesaktian Pancasila

Harapan Pj Wali Kota Bogor di Momen HUT
TNI ke-79

Menpora Dorong Pemuda Berperan Aktif
untuk Indonesia

Peringati Hari Pahlawan Nasional, Ini Pesan
Mensos

Peringati Hari Kesehatan Nasional 2024, Ini
Pesan Menkes

HGN 2024, Pj Wali Kota Bogor Dorong Guru
Adaptasi Hadapi Era Digital

Pesan Presiden RI dalam Peringatan Hari Bela
Negara ke-76

10 Juni 2024

14 Agustus 2024

17 Agustus 2024

16 Agustus 2024

24 September 2024

04 Oktober 2024

05 Oktober 2024

28 Oktober 2024

10 November 2024

12 November 2024

25 November 2024

19 Desember 2024




Judul Berita

Peringatan Hari
Kesiapsiagaan Bencana,
Kuathan Kultur \Warga Siap
Siaga

Pimpin Upacara Harkitnas ke-
116, Sekda : Indonesia
Memazuki Kebangkitan
Mazional Kedua

Upacara Hari Lahir Pancazils,
Koty Bogor Siap Dukung
Indonezia Emas 2045

Helaran HJB ke-542, Hery
Antasari: Kota Bogor
Semakin Dewasa

Pemkot Bogor Gelar
Rembug Stunting, Semua
Stakeholder Dilibatkan

Sambut Hari Pramuka ke <63,
Kwarcab Kota Bogor Gelar
Jambore Cabang

HUT Rl Ke-73 Tinghkat Kota
Bogor, Pj: Nikmat
Kemerdekaan Haruz Kita
Syukuri

200 Merer Benders Merab
Putih Diarak, Sampaikan
Pezan Perzatuan dari Kota

Bogor

Acara Besar Kegiatan Pemerintah Kota Bogor 2024

Tanggal Berita

04-Apr-24

20 Mei 2024

01 Juni 2024

02 Juni 2024

10 Juni 2024

14 Agustus 2024

17 Agqustuz 2024

18 Agqustuz 2024

Link

httpz:iikotabogor.go.idiindex.
phpizhow_postidetail 103214
peringatan-hari-kesispsiagaan-
bencana-kuatkan-kultur-warga-
siap-ziaga

https:ihotabogor.go.idiindex,
phpizhow_postidetaill 0326
4/pimpin-upacara-harkitnas-ke-
116-z¢kda-indonesiz-memasuki-
kebangkitan-nazional-kedua

https:itkotabogor.ge.idiindex.
phplzhow_poztidetaill 10328
3lupacara-hari-lahir-pancasila-
koty-bogor-ziap-dukung-
indonesia-emas-2045

https:ikotabogor.ge.idfindex.
phplzhow_postidetail 10344
20hut-ri-ke-T3-tingkat-kota-
bogor-pj-nikmat-kemerdekaans
haruz-kita-syukuri
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BAB V
PENUTUP

Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

(monev) dengan sasaran 36 instansi. Hasil monev KIP adalah adanya langkah-
langkah proaktif yang dilakukan hampir semua instansi untuk mengelola informasi
dan mempublikasikannya melalui berbagai jenis media. Peningkatan Keterbukaan
Informasi Publik lewat website, jumlah advertorial, dan media massa baik cetak
maupun online yang bekerja sama, jumlah media sosial yang digunakan oleh setiap
instansi, hingga jumlah admin media sosial. Hal ini diyakini akan lebih
memudahkan masyarakat yang memerlukan informasi.

Pelayanan informasi yang dilakukan lewat kerjasama media baik Kerjasama
dengan media online yang cakupan pembacanya tinggi, mengalami penambahan
yang signifikan sejalan dengan maraknya era digital. Tuntutan dari era digital ini
juga yang secara tidak langsung mendorong instansi di lingkungan Pemerintah
Kota Bogor untuk memasifkan pelayanan informasi lewat media sosial.

Penggunaan media sosial, khususnya Instagram dianggap sarana yang efektif
dalam penyampaian informasi yang cepat dan murah, serta memudahkan
komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat.

Ada beberapa kendala yang dihadapi instansi dalam pelayanan informasi,
hampir semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber
daya manusia / personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang
diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID
Pembantu/Pelaksana. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan pelayanan informasi.

Berbagai hambatan yang dialami oleh masing-masing instansi untuk mendorong
peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pembantu/Pelaksana, diperlukan
perencanaan untuk membuat agenda kegiatan yang bertujuan memperbaiki
kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan ini
antara lain berbentuk diskusi, pendampingan permohonan informasi publik, serta
monev PPID internal. Pemerintah Kota Bogor untuk pelayanan publik yang lebih
efektif, transparan dan terintegrasi, adalah salah satu bentuk pertanggung

jawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun
2024,




